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Pemohon : Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 
27/2009) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (UUD 1945) 

Pokok Perkara 
 

: Pasal 71 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, Pasal 102 
ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 107 ayat (1) huruf c, Pasal 143 
ayat (5), Pasal 144, Pasal 146 ayat (1), dan 147 ayat (1), ayat (3), 
ayat (4), dan ayat (7), Pasal 150 ayat (3), ayat (4) huruf a, dan ayat 
(5), Pasal 151 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 154 ayat (5), serta 
Penjelasan Umum sepanjang kalimat “Kedudukan DPD dalam 
proses pembahasan rancangan undang-undang  tersebut sampai 
pada pembahasan tingkat pertama dan tidak turut serta  dalam 
proses pengambilan keputusan” UU 27/2009 dan Pasal 18 huruf g, 
Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1), 
Pasal 23 ayat (2), Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), 46 ayat (1), Pasal 
48 ayat (2) dan (4), Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 68 ayat (2) 
huruf c dan huruf d, Pasal 68 ayat (3), ayat (4) huruf a, dan ayat (5), 
Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (3), Pasal 70 ayat (1) 
dan ayat (2) UU 12/2011 bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2), 
Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 

Amar Putusan : Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian. 
  

Tanggal Putusan : Rabu, 27 Maret 2013 
Ikhtisar Putusan :  

Pemohon adalah adalah lembaga negara yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dalam 
hal ini diwakili oleh H. Irman Gusman S.E., M.B.A., Dr. La Ode Ida, dan Gusti Kanjeng Ratu 
Hemas selaku Pimpinan DPD, yang berdasarkan Pasal 236 ayat (1) huruf f UU 27/2009 dan 
sesuai dengan Keputusan Sidang Paripurna DPD, bertanggal 5 April 2012 bertindak untuk dan 
atas nama DPD;  

Bahwa berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh 
Pemohon adalah pengujian Undang-Undang in casu Pasal 71 huruf a, huruf d, huruf e, huruf 
f, dan huruf g, Pasal 102 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 107 ayat (1) huruf c, Pasal 143 
ayat (5), Pasal 144, Pasal 146 ayat (1), dan 147 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (7), Pasal 
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150 ayat (3), ayat (4) huruf a, dan ayat (5), Pasal 151 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 154 ayat (5), 
serta Penjelasan Umum sepanjang kalimat “Kedudukan DPD dalam proses pembahasan 
rancangan undang-undang  tersebut sampai pada pembahasan tingkat pertama dan tidak 
turut serta dalam proses pengambilan keputusan” UU 27/2009 dan Pasal 18 huruf g, Pasal 20 
ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 43 ayat (1) 
dan ayat (2), 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (2) dan (4), Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 68 
ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 68 ayat (3), ayat (4) huruf a, dan ayat (5), Pasal 69 ayat (1) 
huruf a dan huruf b, dan ayat (3), Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/2011 terhadap Pasal 
20 ayat (2), Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang 
mengadili permohonan Pemohon; 

Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat 
hak dan kewenangan konstitusional Permohon yang dianggap dirugikan oleh berlakunya UU 
27/2009 dan UU 12/2011 yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat aktual, 
spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan 
berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta adanya kemungkinan 
bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo, kerugian konstitusional seperti yang 
didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon 
memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. 

Mengenai Kewenangan DPD Mengajukan RUU 

Bahwa DPD mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dengan DPR dan Presiden 
dalam hal mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan 
daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber 
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan 
keuangan pusat dan daerah. Mahkamah menilai, menempatkan RUU dari DPD sebagai RUU 
usul DPD, kemudian dibahas oleh Badan Legislasi DPR, dan menjadi RUU dari DPR adalah 
ketentuan yang mereduksi kewenangan DPD untuk mengajukan RUU yang telah ditentukan 
dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. 

Mengenai Kewenangan DPD Ikut Membahas RUU 

Bahwa pembahasan RUU harus melibatkan DPD sejak memulai pembahasan pada 
Tingkat I oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan pengantar 
musyawarah, mengajukan, dan  membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) serta 
menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan di Tingkat I. Kemudian 
DPD menyampaikan pendapat pada pembahasan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR 
sampai dengan sebelum tahap persetujuan. Menurut Mahkamah, pembahasan RUU dari DPD 
harus diperlakukan sama dengan RUU dari Presiden dan DPR. Terhadap RUU dari Presiden, 
Presiden diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan DPD 
memberikan pandangan. Begitu pula terhadap RUU dari DPR, DPR diberikan kesempatan 
memberikan penjelasan, sedangkan Presiden dan DPD memberikan pandangan. Hal yang 
sama juga diperlakukan terhadap RUU dari DPD, yaitu DPD diberikan kesempatan 
memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan Presiden memberikan pandangan. Konstruksi 
UUD 1945 mengenai pembahasan RUU antara Presiden dan DPR, serta DPD (dalam hal 
terkait RUU tertentu) dilakukan antara lembaga negara, sehingga DIM, diajukan oleh masing-
masing lembaga negara, dalam hal ini bagi DPR seharusnya DIM diajukan oleh DPR, bukan 
DIM diajukan oleh fraksi. Walaupun demikian, Mahkamah dapat memahami bahwa 
mekanisme pembahasan RUU dengan membahas DIM yang diajukan oleh fraksi adalah 
praktik pembahasan RUU sebelum perubahan UUD 1945. Selanjutnya pembahasan pada 
tingkat Alat Kelengkapan DPR yang sudah mengundang Presiden dan/atau sudah 
mengundang DPD, maka DPR dalam pembahasan DIM hanya diwakili oleh Alat Kelengkapan 
DPR sebagai satu kesatuan kelembagaan. 

Mengenai Kewenangan DPD Ikut Menyetujui RUU 

Bahwa Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 mengandung dua kewenangan, yaitu kewenangan 
untuk membahas dan kewenangan untuk menyetujui bersama antara DPR dan Presiden, 
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sedangkan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 hanya menegaskan DPD ikut membahas tanpa ikut 
memberi persetujuan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, DPD tidak 
ikut memberi persetujuan terhadap RUU untuk menjadi Undang-Undang. 

Mengenai Keterlibatan DPD dalam Penyusunan Prolegnas 

Bahwa keikutsertaan dan keterlibatan DPD dalam penyusunan Prolegnas seharusnya 
merupakan konsekuensi dari norma Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Dewan 
Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan 
undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam 
dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat 
dan daerah.” Penyusunan Prolegnas sebagai instrumen perencanaan program pembentukan 
Undang-Undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak dan/atau kewenangan 
untuk mengajukan RUU yang dimiliki DPD. Berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 17 UU 12/2011, 
perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas yang merupakan 
skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem 
hukum nasional. Dengan demikian, RUU yang tidak masuk dalam Prolegnas tidak menjadi 
prioritas untuk dibahas. Apabila DPD tidak terlibat atau tidak ikut serta menentukan Prolegnas, 
maka sangat mungkin DPD tidak dapat melaksanakan wewenangnya untuk mengajukan RUU 
sebagaimana dimaksud Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, karena dapat saja RUU tersebut tidak 
menjadi prioritas sehingga tidak akan dibahas. Dengan demikian norma Undang-Undang yang 
tidak melibatkan DPD dalam penyusunan Prolegnas telah mereduksi kewenangan DPD yang 
ditentukan oleh UUD 1945. 

Mengenai Kewenangan DPD Memberikan Pertimbangan Terhadap RUU 

Bahwa makna “memberikan pertimbangan” sebagaimana yang dimaksud Pasal 22D 
ayat (2) UUD 1945 adalah tidak sama dengan bobot kewenangan DPD untuk ikut membahas 
RUU. Artinya, DPD memberikan pertimbangan tanpa ikut serta dalam pembahasan dan 
merupakan kewenangan DPR dan Presiden untuk menyetujui atau tidak menyetujui 
pertimbangan DPD sebagian atau seluruhnya. Hal terpenting adalah adanya kewajiban dari 
DPR dan Presiden untuk meminta pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang 
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, seluruh 
ketentuan UU 27/2009 dan UU 12/2011 yang telah mereduksi atau mengurangi kewenangan 
Pemohon yang ditentukan oleh UUD 1945 atau telah mengurangi fungsi, tugas, dan 
kewenangan DPD sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi dan sebagaimana 
dimaksudkan pada saat DPD dibentuk dan diadakan dalam konstitusi haruslah dinyatakan 
inkonstitusional dan diposisikan sebagaimana mestinya sesuai dengan UUD 1945. Lagi pula, 
sebuah lembaga negara yang cukup besar seperti DPD dengan anggaran biaya negara yang 
cukup besar adalah sangat tidak seimbang dengan kewenangan yang diberikan menurut 
kedua Undang-Undang a quo. Dengan anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat di 
masing-masing provinsi, tetapi tanpa kewenangan yang memadai sebagaimana diatur dalam 
kedua Undang-Undang a quo dapat mengecewakan para pemilih di masing-masing daerah 
yang bersangkutan. Oleh karena itu, seluruh ketentuan yang mereduksi atau mengurangi 
kewenangan DPD dalam kedua Undang-Undang a quo, baik yang dimohonkan atau yang tidak 
dimohonkan oleh Pemohon, tetapi berkaitan dengan kewenangan DPD harus dinyatakan 
bertentangan dengan UUD 1945 atau dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 
1945 apabila tidak sesuai dengan pemahaman atau penafsiran yang diberikan oleh 
Mahkamah. Terhadap Penjelasan Umum dan penjelasan pasal demi pasal kedua Undang-
Undang a quo yang terkait dengan kewenangan konstitusional DPD, harus pula dianggap 
menyesuaikan dengan pemahaman atau penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah 

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang menyatakan:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu: 

1.1. Pasal 102 ayat (1): 
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1) huruf a sepanjang frasa “dengan mempertimbangkan masukan dari DPD”;  
2) huruf d sepanjang frasa “...atau DPD”; 
3) huruf e sepanjang frasa “...atau DPD”; 
4) huruf h; 

1.2. Pasal 147; 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5043) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
1.3. Pasal 102 ayat (1): 

1) huruf a sepanjang frasa “dengan mempertimbangkan masukan dari DPD”;  
2) huruf d sepanjang frasa “...atau DPD”; 
3) huruf e sepanjang frasa “...atau DPD”; 
4) huruf h;  

1.4. Pasal 147; 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5043) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 
1.5. Pasal 21 ayat (3) sepanjang kata “DPD”;  
1.6. Pasal 43 ayat (2);  
1.7. Pasal 45 ayat (1) sepanjang frasa “... kepada DPR”;  
1.8. Pasal 46 ayat (1) sepanjang frasa “... atau DPD”;  
1.9. Pasal 48 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);  
1.10. Pasal 65 ayat (3);  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
1.11. Pasal 21 ayat (3) sepanjang kata “DPD”;  
1.12. Pasal 43 ayat (2); 
1.13. Pasal 45 ayat (1) sepanjang frasa “... kepada DPR”;  
1.14. Pasal 46 ayat (1) sepanjang frasa “... atau DPD”;  
1.15. Pasal 48 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);  
1.16. Pasal 65 ayat (3); 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat; 
1.17. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043), yaitu: 
1.17.1. Pasal 143 ayat (5) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan 
Undang-Undang yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan 
surat pimpinan DPR kepada Presiden dan kepada pimpinan DPD 
untuk Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi 
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran 
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan 
sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat 
dan daerah”; 

1.17.2. Pasal 143 ayat (5) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang yang telah 
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disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada 
Presiden dan kepada pimpinan DPD untuk Rancangan Undang-
Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat 
dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 
lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”; 

1.17.3. Pasal 144 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan 
Undang-Undang yang berasal dari Presiden diajukan dengan surat 
Presiden kepada pimpinan DPR dan kepada pimpinan DPD untuk 
Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi 
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran 
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan 
sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat 
dan daerah”; 

1.17.4. Pasal 144 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 
dimaknai, “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden 
diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR dan kepada 
pimpinan DPD untuk Rancangan Undang-Undang yang berkaitan 
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”; 

1.17.5. Pasal 146 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan 
Undang-Undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah 
akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh 
pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan kepada Presiden”; 

1.17.6. Pasal 146 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang beserta 
penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal 
dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada 
pimpinan DPR dan kepada Presiden”; 

1.17.7. Pasal 148 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Tindak lanjut 
pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, DPD, 
atau presiden dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan”; 

1.17.8. Pasal 148 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 
dimaknai, “Tindak lanjut pembahasan rancangan undang-undang yang 
berasal dari DPR, DPD, atau presiden dilakukan melalui 2 (dua) tingkat 
pembicaraan”; 

1.17.9. Pasal 150 ayat (2) huruf b bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “DPD 
memberikan penjelasan serta Presiden dan DPR menyampaikan 
pandangan apabila rancangan undang-undang berkaitan dengan 
kewenangan DPD ”; 

1.17.10. Pasal 150 ayat (2) huruf b tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai, “DPD memberikan penjelasan serta 
Presiden dan DPR menyampaikan pandangan apabila rancangan 
undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD ”; 

1.17.11. Pasal 150 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Daftar 
inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
diajukan oleh:  
a. Presiden, apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR.  
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b. DPR, apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden. 
c. DPD mengajukan Daftar Inventarisasi Masalah atas rancangan 

undang-undang yang berasal dari Presiden atau DPR yang 
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 
lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”; 

1.17.12. Pasal 150 ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai, “Daftar inventarisasi masalah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:  
a. Presiden, apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR.  
b. DPR, apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden. 
c. DPD mengajukan Daftar Inventarisasi Masalah atas rancangan 

undang-undang yang berasal dari Presiden atau DPR yang 
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 
lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”; 

1.18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), yaitu: 
1.18.1. Pasal 18 huruf g bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “rencana 
kerja pemerintah, rencana strategis DPR, dan rencana strategis DPD” 

1.18.2. Pasal 18 huruf g tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai, “rencana kerja pemerintah, rencana strategis DPR, dan 
rencana strategis DPD” 

1.18.3. Pasal 20 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “penyusunan 
Program Legislasi Nasional dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan 
Pemerintah”; 

1.18.4. Pasal 20 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai, “penyusunan Program Legislasi Nasional dilaksanakan 
oleh DPR, DPD, dan Pemerintah”; 

1.18.5. Pasal 21 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “penyusunan 
Prolegnas antara DPR, DPD, dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR 
melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi”;

1.18.6. Pasal 21 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai, “penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, dan 
Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR 
yang khusus menangani bidang legislasi”; 

1.18.7. Pasal 22 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “hasil 
penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, dan Pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disepakati menjadi Prolegnas dan 
ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR”; 

1.18.8. Pasal 22 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai, “hasil penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, dan 
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disepakati 
menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR”; 

1.18.9. Pasal 23 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “dalam 
keadaan tertentu, DPR, DPD, atau Presiden dapat mengajukan 
Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:  
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a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana 
alam; dan  

b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional 
atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui 
bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang 
legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang hukum;” 

1.18.10. Pasal 23 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai, “dalam keadaan tertentu, DPR, DPD, atau Presiden 
dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas 
mencakup:  
a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana 

alam; dan  
b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional 

atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui 
bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang 
legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang hukum;” 

1.18.11. Pasal 43 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan 
Undang-Undang dapat berasal dari DPR, DPD, atau Presiden”; 

1.18.12. Pasal 43 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR, 
DPD, atau Presiden”; 

1.18.13. Pasal 48 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan 
Undang-Undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan 
DPD kepada pimpinan DPR dan kepada Presiden dan harus disertai 
Naskah Akademik”; 

1.18.14. Pasal 48 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dari DPD disampaikan 
secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan kepada 
Presiden dan harus disertai Naskah Akademik”; 

1.18.15. Pasal 49 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan 
Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR 
kepada Presiden dan kepada pimpinan DPD untuk rancangan 
undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan 
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 
daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan 
daerah”; 

1.18.16. Pasal 49 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan 
dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden dan kepada pimpinan 
DPD untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya 
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan 
keuangan pusat dan daerah”; 

1.18.17. Pasal 50 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan 
Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada 
pimpinan DPR dan kepada pimpinan DPD untuk rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat 
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dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 
lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”; 

1.18.18. Pasal 50 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan 
dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR dan kepada pimpinan 
DPD untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya 
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan 
keuangan pusat dan daerah”; 

1.18.19. Pasal 68 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Dalam 
pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a: 
a. DPR memberikan penjelasan dan presiden menyampaikan 

pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; 
b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD 

menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang 
berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 65 ayat (2) berasal dari DPR; 

c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan 
jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden;  

d. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD 
menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang 
berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 65 ayat (2) berasal dari Presiden; 

e. DPD memberikan penjelasan serta DPR dan Presiden 
menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang 
yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari DPD”; 

1.18.20. Pasal 68 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai, “Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a: 
a. DPR memberikan penjelasan dan presiden menyampaikan 

pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; 
b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD 

menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang 
berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 65 ayat (2) berasal dari DPR; 

c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan 
jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden;  

d. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD 
menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang 
berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 65 ayat (2) berasal dari Presiden; 

e. DPD memberikan penjelasan serta DPR dan Presiden 
menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang 
yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari DPD”; 

1.18.21. Pasal 68 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Daftar 
inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
diajukan oleh: 
a. Presiden dan DPD jika Rancangan Undang-Undang berasal dari 

DPR; 
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b. DPR dan DPD jika Rancangan Undang-Undang berasal dari 
Presiden; 

c. DPR dan Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari 
DPD yang berkaitan dengan kewenangan DPD”; 

1.18.22. Pasal 68 ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai, “Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b diajukan oleh: 
a. Presiden dan DPD jika Rancangan Undang-Undang berasal dari 

DPR; 
b. DPR dan DPD jika Rancangan Undang-Undang berasal dari 

Presiden; 
c. DPR dan Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari 

DPD yang berkaitan dengan kewenangan DPD”; 
1.18.23. Pasal 70 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan 
Undang-Undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh 
DPR, Presiden, dan oleh DPD dalam hal Rancangan Undang-Undang 
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”;   

1.18.24. Pasal 70 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali 
sebelum dibahas bersama oleh DPR, Presiden, dan oleh DPD dalam 
hal Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan otonomi daerah, 
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 
daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan 
daerah”; 

1.18.25. Pasal 70 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, ”Rancangan 
Undang-Undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali 
berdasarkan persetujuan bersama DPR, Presiden, dan DPD dalam hal 
Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan otonomi daerah, 
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 
daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan 
daerah”; 

1.18.26. Pasal 70 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai, ”Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas 
hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR, 
Presiden, dan DPD dalam hal Rancangan Undang-Undang berkaitan 
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”; 

1.18.27. Pasal 71 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, ”Ketentuan 
mengenai mekanisme khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut: 
a. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang diajukan oleh DPR,  
Presiden, atau DPD dalam hal Rancangan Undang-Undang 
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 
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pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 
lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”; 

b. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a diajukan pada saat Rapat Paripurna DPR 
tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden; dan 

c. Pengambilan keputusan persetujuan terhadap Rancangan Undang-
Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b 
dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR yang sama dengan rapat 
paripurna penetapan tidak memberikan persetujuan atas Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.” 

1.18.28. Pasal 71 ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai, ”Ketentuan mengenai mekanisme khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut: 
a. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang diajukan oleh DPR,  
Presiden, atau DPD dalam hal Rancangan Undang-Undang 
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 
lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”; 

b. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a diajukan pada saat Rapat Paripurna DPR 
tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden; dan 

c. Pengambilan keputusan persetujuan terhadap Rancangan Undang-
Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b 
dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR yang sama dengan rapat 
paripurna penetapan tidak memberikan persetujuan atas Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.” 

1.18.29. Pasal 88 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, 
”Penyebarluasan dilakukan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah sejak 
penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, 
pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan 
Undang-Undang”; 

1.18.30. Pasal 88 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai, ”Penyebarluasan dilakukan oleh DPR, DPD, dan 
Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan 
Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga 
Pengundangan Undang-Undang”; 

1.18.31. Pasal 89 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, 
“(1)  Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR, DPD, dan 

Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang 
khusus menangani bidang legislasi; 

(2)  Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari 
DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR 
yang khusus menangani bidang legislasi. 

(3) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari 
DPD dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan 
DPD yang khusus menangani bidang legislasi. 

(4)  Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari 
Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.” 
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1.18.32. Pasal 89 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 
dimaknai,  
“(1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR, DPD, dan 

Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang 
khusus menangani bidang legislasi; 

(2)  Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari 
DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR 
yang khusus menangani bidang legislasi. 

(3) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari 
DPD dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan 
DPD yang khusus menangani bidang legislasi. 

(4)  Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari 
Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.” 

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya; 

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


